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A. Logging Stage
I. Forestry Laws & Regulations

I.1. Forestry Act
1.1.1. Act. No. 41/1999

UNDANG-UNDANG REPUBLIK, INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 1999

TENTANG
KEHUTANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,




1.1.2. Government Regulation in Substitution to the Act (PERPU) No. 1/2004

ﬁ-:gff"%%

PRESIDEM REPLBLIE INDOHESIA

PERATURAM PEMERINTAH PENGGANT! UNDANG-UNDANG REPLUBLIE INDOMESIA
HOMOR 1 TAHUN 2004

TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG MOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :

a. bahwa di dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak
mengatur mengenai kelangsungan perizinan atau perjanjian pertambangan yang telah
ada sebelum berlakunya Undang-undang tersebut;

b. babwa hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dalam berusaha di bidang
pertambangan di kawasan hutan terutama bagi investor yang telah memiliki izin atau
perjanjian sebelum berlakunya Undang-undang tersebut, sehingga dapat menempatkan
Pemerintah dalam posisi yang sulit dalam mengembangkan iklim investasi;

c. bahwa dalam rangka terciptanya kepastian hukum dalam berusaha di bidang
pertambangan yang berada di kawasan hutan, dan mendorong minat serta kepercayaan
investor untuk berusaha di Indonesia, dipandang perlu untuk melakukan perubahan
terhadap Undang-Undang Homaor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Mengingat |
1. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan
Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Homor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan {Lembaran Negara

Republik Indenesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor
38E8).

MEMUTUSEAN:

Menetapkan:PERATURAN PEMERINTAH PEMGGANTI UNDANG- UNDANG TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG HOMOR 41 TAHUN 1993 TENTANG KEHUTANAN,

Pasal I

Menambah ketentuan baru dalam Bab Penutup yang dijadikan Pasal B3A dan Pasal B1B, yang
berbumyi sebagai berilur:



1.1.3. Act No. 19/2004

>
*

FRESIDEM REPUBLIK INDOHESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2004
TENTANG
PEMETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG
KEHUTANAN MENJADI UNDANG-UNDANG

DEHGAN RAHMAT TUHAN YAMG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDOMESIA,

-

Menimbang bahwa di dalam Undang-undang Momor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan tidak-mengatur kelangsungan perizinan atau perjanjian
pertambangan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-undang

tersebut;

b. bahwa hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dalam
berusaha di bidang pertambangan yang di kawasan hutan térutama bagi
investor yang telah memiliki izin atau perjanjian sebelum berlakunya
Undang-undang tersebut, sehingga dapat menempatkan Pemerintah
dalam posisi yang sulit dalam mengembangkan iklim investasi;

€. bahwa dalam rangka terciptanya kepastian hukum dalam berusaha di
bidang pertambangan yang berada di kawasan hutan, dan mendorong
minat serta kepercayaan investor untuk berusaha di Indonesia,
Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang Momor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang
Homor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, b, dan ¢ dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Momor 1 Tahum 2004 tentang Perubahan atas
Undang-undang Momor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi
Undang-undang;

Mengingat ¢ 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2)
Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah divbah dengan
Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran
Hegara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran
Megara Momor 3888).



1.2. Forest Managing, Forest Management Plan, Forest Utilization and Forest
Land Use

1.2.1. Government Regulation No. 34/2002

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2002
TENTANG
TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN,
PEMANFAATAN HUTAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan dari Bab V, dan Bab VII dan
Bab XV Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan, maka perlu diterbitkan Peraturan Pemerintah tentang
Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan,

Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan kawasan Hutan.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar
1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ketiga
Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2034);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3419);

4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3699);

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);



1.2.2. Government Regulation No. 6/2007

FHERIDEN
R FUILH A BN S5

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR o TAHUN 2007
TENTANG

TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN,

Menimbaong

e

SERTA PEMANFAATAN HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONIESIA,

. bahwa dalam rangka meclaksanakan Pasal 22, Pasal 39,

Pasal 66, Pasal 80, Undang-undong Nomor 41 Tahun
1999 tentang Kelutanan, wlah divodangkan Peraturan
Pemerintah Nomor 34 Tohun 2002 tentang Tata Tlutan
dan  Penyusunan  Rencana  Pengelolan  Hulan,
Pemanfoatan Hutan dan Fenggrunoan Kawasan Hutas;

. bahwa dalam rangka meningkatkan laju pertumbuhan

pembangunan  nasional  berkelumjutan  diperlukan
beberapa langkah stralepis  yang dapul  mendomug
pertumbuhan investasi, perecpatan pembangunen hutan
lnaman, penpendalian depradasi hutan dan peninghatan
perckonomian  nasioonal termasuk  perckomoiniog
masyarokal di  dalam  Jdan  sekitar  hutan  mebalui
dercgulasi dan debirokratisasi yang dilandasi prinsip good
governance dun pengelolaan hutan lestar;

. baltwa Peraturan Pemerintalh Nomor 34 Tahun 200

lentang  Tata  Hutan  don Penyusunan  Kencana
iengelolaan Hutan, Pemanfatan Hutan dan Peagpunadi
Rawasan Hutan, Gelu sepenubngg oampu memlasihited
keperluan sebapmimana dissabsud dalam hural by

. balvwa berdisarkan pertimbangan sekkaggEnmir i

dimaksud dakun bural b dan hueal ¢, perlu ditetaplhan
peratursn pemeriniah yang by lentang Lata hutan dan
[y VR TR o jezngrelobism hatin, e H I F
prerman ki Iatan;

Sisil S ayal (2) dan Pasal 33 avan (3] Undang-Uisdivgg

Praear Mepara Bepuldik Lulonesin Tabwin 1945;

E £

b, Undaing-Unidang:



1.3. Management of Forest Resources

1.3.1 Minister of Forestry Decree No. 126/Kpts-11/2003

NENTLR) KOHUTARAN
REPUBLIK BIDOMLSIA

RENTER EERRUT ABLM
MOMOR 1265HPTS-0/ 1003

TINTANG
FEHATALTARHAN HASIL HUTAN

MENTIR KEHUTAMAM,

Nensrarg

&, bipbea berdatarksn Peratuiaen PemeninLen omor 14 T J00T Bab VI Paad 70, ditetagian Dt dalam
rarsgha melindungl hak-hak negara aten hanll Fadan dan keleutarian hatan, ditabobsn peogendalisn peredatan
din povAaLErEn sl Patan mrelidal mmlulm

b, barves sehubangan dengan nal tenebut, Spandeng perll menetaphan Penat sashasn il maen geegan
et uian Merierh Kehulanan;

Mergiigat -

o 1 Undeng-undang Momod 5 Tahun 1990 tentang Konnervanl Srmber Dayl Alam Mayati dan Eoantemnig
1 Unatang-undaeg Moo 20 Tahun 1997 tenbeng Keten- luan-betentuan Pokod, Peagetolian Linglumgen Midagy
Y. Undang-uncang Nomor 12 Tabun 1999 ventang Pemerindahan Daersh;
4. Undang-urclang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Ketutanan:

5. Peraturen Pomerintah Momor 75 Tahun 2000 tenteng Kewenangan Pemerinlih dan Kewenangan Propiadl sehagal
Daerah Olonami;

f.  Peratursn Pemevintah bomor 39 Tahus J001 tenteng Pevpcltongnarssn Debomentrat;
7. Perawre Pemenindah pomar 53 Tahun 7007 teniang Peeyelenggaraan Tiugas Pemiaintuan;

8 Peraturan Peeeeriedah Momor 34 Tahon 2000 tentang Tata it dan Permpumunai Beecana Peogelolian Hitan,
Perrundastan Hutsn dan Pengpuidet Kasaisn Mol

B, Peraturan Perssrngah Morod 15 Tahon 2007 teniang Dana Reboinag;

10, weputamen Precden Republi indoneya Momae 100 Tahun 2001 tendang Kedudukan, Tugat, Fungal, Susunan
Organisayi dan Tats Kerjs Departemon;

11, Eegutanan Pregden Repubih indoneia lomor 37870 Talwn 1001 lerleng Pembenduban Kbt Golong Royong:



1.3.2. Minister of Forestry Decree No. 334/Kpts-11/2003

=
™ o
¥
e,
Ers
SEE SRR BRI T v s
T B - R EE Y RN Y

B AN
Momor @ 334 Kpts-11/2003

TENTANG

PERUBAHAMN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR 126/KPTS-II/2003 TENTANG
PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN

MENTERI KEHUTAMAM,

Memmbang ! 2. banwe  Derdasarkan  Keputusen  Menleri  Kehoiesza Nomer
126/Kpts-11/2003 tentang Penatousohaan Hasil Huten, Pesal 60
ayat (5) citentukan bahwa penggunaan palu tok O mes! berlaxy
cfektif sefak tanggal 1 Juli 2003;

b. .bahwa berdasarkan hasil evaluasi pada wakly sosialisasi perawuran
perundang-undangan ke Dinas “Provinsi, Kzbopatensdeia,
penggunaan palu Lok DK beium dapal dilaksanaken sebzgaimana
dimaksud pada huryf a, sehingga periy diubah perlakunyz;

€. bahwa sehuBungan dengan hal torscbut, cipandeng  peniu
mengubah Pasal 60 ayat (5) Kepulusan Menteri Kehutanan Nomor
126/Kpts-II/2003 tentang PFenatausshaan Hasil Huigs, dengan
Keputusan Menteri Kehutanan,

Mengingat i 1. Undang-undang Momor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumbar
Daya alam Hayati dan Ekosistemnya;

2. Undang-undang Momor 23 Taohun 1997 tentang Hetentuan-
ketentuan Pokok Pengelalaan Lingkungan Hidup;

3. Undang-undang Nomeor 22 Tahun 1999 tentang~Pemerintahan
Daerah;

4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanas;

&, Pergturan .....

%



1.3.3. Minister of Forestry Decree No. 279/Menhut-11/2004

WAL sl HUTANAN
I P, I, B T,

KEPUTUSAN MENTER] KEHUTANAM
HOMOR © S T Menhia -1 2004

TENTANG

FERUBAHAN KEDUA ATAS NEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 126/ HPTS-11/ 2003

Menimbang a3,

L=

Mengingal 1.

5

TENTANG PEMATAUSAHAAN HASIL HUTAN
MENTERI KEHUTAMAMN,

bahwa bordatarkan Pasal 51 ayat i4) Keputusan Menteri Kehutanaa Nomor 136/Kpis-Ilr 3001
ditetaphan bahwa dalam linghat Proving, Kepals Dinas Provingd diberikan tugs dan Langgung fawals
untuk mengatur pendivtribusian dan penggunaan Sural Meterangan Sahnya Masil Mutan [SKSHH],
Daftar Pengangkutan Pemggantl (DPP) dan Fakiur Angkutan Eshan Baky Serpsh (FA-BBS):

batvwa dalam rangha memperlancar ane bahan baku berupa kayu bulal kecll (KBK) ke industrl pulp,
makd khusuy untuk blanke dokumen FA-BBS mekankme penditribusianays perlu  dilakuban
perubahan;

mmmmwm;mmmmm menelapkan Keputusan
mm:mmmmnmmmmm 126/Kpas-
12003 Lentang Penatausahasn Hasil Hutan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Komervasi Sumber Daya Alam Hayali dan
Ehoglstemimya;

mmmllfﬂm 1997 tentang Ketentuan-ketentusn Pokok Pengelolsan Lingkungan
Undarg-Undang Nomor 21 Tabun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

Undarg-Undang Momor 41 Takun 1999 tentang Kebutanan;

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tabun 3007 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewensngan
Provinl Sebagal Daerah Otenaen;

Peraturan Pemerintah Nomar 9 Tahun 2001 tentang Peryelengsaraan Delosentrasi:

Peraturan Pemenintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Peryelenggaraan Tugas Pembantuan;

Peraturan Pemerintah Momor 34 Tabun 2002 tentang Tata Hutan dam Peryuwnan Rencana
Pengelolazn Hutan, Pemanisatan Hutan dan Penggunaan Kawasen Hutam:

Persturan Pemerintsh Romor 35 Tahun 3007 tentang Dana Reboisati;

10, Keputusan Presiden Momor 102 Tahon 3001 temtang Kedudukan, Tugas, rmp1 Kewrnangan,

Organisasl dan Tata Kerja Depastemen;

11, Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Katinet Gatong Ropong,
12. Kepulusan Menterl Hebultanan Nomor 123/kpts 172001 temtang Organisasl dan Tata Kevla

Departemen Kehulanan;
- Keputuian Monterl Bohutanan Momos 126/Epts-0/2003 jo. Meputusan Menteri Kehutanan Nomor
A4/ Epts- 11 H003 tontang Penatauiahasn Hasil Hutan,

MEMUTUSKAN:

Menctaphan @ KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TINTAMG PERUBAMAN KEDUA ATAS KEPUTUSAM MENTERI
KEHUTASAN KOMOR 126/KPTS.11/2003 TENTANG PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN,

Parsad |

Mengubah Feputusan Menter Kehutanan Ho. 126/Kpts-ilf2003 Lentang Penatawsahaan Masil Hutan sebagal beria:

1, Mengubah Pasal 51 ayvat (3) menjadi borbum sebagal beriian :

Prosodur pengadaan, penditnbasisn dan penggunaan blanko dokismen Surat Keterangan Sabwya Hashl Mulan



1.3.4. Minister of Forestry Decree No. P.18/Menhut-11/2005

BRI NHUT AN
L e i

PERATURAM MENTER! HEMUTARAN
HADR 1 PR Mentut -0 005

TEWT AN G

PERUBAHAN KETIGA ATAS EEPUTUSAN MENTER] KEMUTAMAN MOMOR 136/ KPTS-0/ 2000 TENTANG PEMATALISAHAAN HASIL

e L by

HUTAN
MENTERI KLMUTANAN,

a. bahwa berdassias ketentuan dalam Paal T3 Peraturan Pemerintah Momor 14 Tahun 2002 tanggal 8
Jund 1001, pengendalian peredaran dan pemasaran hasil hutsn dilakuksn melsiul perdfsuiabaan
hatil hatan;

B, Balwa berdasarcan Keputunan Menber Kebwtanan Momar 106/ K-8/ 2000 .Hrlul 4 &pril 1007,
telah dilelapkan keleviuln LenLeng Penalauiihain Hagdl Hutan;

. balwa dalam rangka revitatisasl o bidang kehutanan, maka periu adamya penyemparnaan terhudag
peraturan perundang-undangan o bidang kehulasnen;

d. bahwa berdasarksn pertimbargan ebagalmana teviebat of abas, perly Wil menctapkan Peratsran

Weraer Kehutanan tenlang Penubahan Kepotuan Menberl Metatanan Homor 106 /Kpts-il/ 003
tentang Perataunahaan Mashl Hutan.

1. Undang-undang Nomaor 41 Takwn 19939 tentarg Kehutanan yang diubah dergan Undang-Lindang
Momar 19 Tahun 2004,

r I.h'lﬂ.ll'ﬂ-l.l'rﬂil’il Mainar 10 Tako TO0H 1 Pembentuban Peraturan P'ﬂ'lmmﬂ:

1, Undang-undang Momor 12 Takan D004 tentaesg Pemerintshan Daeras;

4. Peraloran Pemerintah Momsr 15 Tahun 2000 Lenlang Kewenangan Pemeriniah dan Kewenangan
Prowingd sebagal Daerah Dtonom;,

5. hmmmmﬂTMMnﬂmﬁumnmwhﬂw

Hutan, Pemardaatan Hutan dan Penghunaan Kawasan Hutang

& Persturss Pemeriniah Momss 15 Tahon 2007 tentang Dara Rebaliadi;

7. Peraturan Pemerintah Homor &4 Tabun 2004 tentang Perencsnain Kehulanan;

B Peratursn Pemerintah Nomss 45 Tahun 2004 tentang Perlirdungan Hotam;

%, Eeputusan Pretiden Republi indonesia Momor 1ET/ 8 Tahun B4 lerdang Pembentukan Kabinet
Indonesia Bersatu;

10. Peraluran Presiden Repoblik Indonesia Moo 5 Tahun 2005 tentang Kedudusan, Tugas, Fungs,
Siauman Drgamiasl dan Tata Kerja Kemenderian Megara Repubilik indoneiia;

11 Peraluran Presiden Republik Indoneiy Homoe' 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisas) dan Tugas
Evelon I Kimenlrian Hegara Republil Indonesia;

12, Kppitinan sentert Eehutanan Momor §265Kp8s- 117 T00T Lervlasg Penaliaia®ias Hidil Hutan jo.
Keputuisn denteri Kehutanan Momor 1347 Kp0a- 115 b0} dan Keputuaas Menter Kehutanan Nomor
S, 2T Mt 01 00

13, Kepuuran Menteri Kehutanan Momor SK 456 Menhut -1/ 1004 terdang § (lema) Kebijakan Prigritas
Bidlasg Kehutanan Dulam Program Pembangunan Hasional Kabinet indonesia Bans;

14, Peraburan Menter] Kebutanas Romor P13 Menbut -0 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Departemaen Kehutanan.

MEMUTUSKAN;

PERATURAN MEMTER] KEMUTANAN TENTARG PERUBAHAN KETICA ATAS KEPUTIUSRAN MENTER] KEHUTAMAN
HOMOE 118/ KPTS-11 A R0 T TENTAHG FERATAURAHARN HASH HUTAN,

Pasal i

Beberaps kitentuan dalam Keputuan Menten Kefulanan Momor 1267 Kpts- 10 2003 tenlang Penatauiahasn Hadd Hutan,
diubah sebagal berikut:

10



1.4. State-Owned Forest Management

1.4.1. Minister of Forestry Decree No. P.55/Menhut-11/2006

Memnimbang

Mendgirgat

MEWTERI KENLITAMAN
REPLIBLIK INDONESIA

'PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR : P. 55/MENHUT-II/2006

TENTANG

PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN
YANG BERASAL DARI HUTAN NEGARA

MENTERI KEHUTANAN,

batwea berdasarkan Peraluran Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002
Bab WII Pasal 73, telah ditetapkan Keputusan Menteri Kehutanan
Mo. 126/KPTS-11/2003 tentang Penatausahaan Hasil Hutan;

bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan, serla dengan
mempertimbangkan perkembangar kondisi saat i, maka periu
dilakukan pengaturan kembah penatausahaan hasil hatan;

bahwa sehubungan dengan hal tersebut o atas, maka dipandang
perlu menetapkan kembal Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal
dari Hutan Negara dengan Peraturan Menteri Kehutanan,

Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1920 tentang Yonservasi Sumber
Daya Mom Hayati dan Ekosistemnya;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelalaan
Lingkungan Hidup,

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Caerah;

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehulanan; jo.
Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintal
Pengqanti Undang-Undang No. 1 Talum 2004 tentang Perubahan
Atas Undang-undang Mo 41 Tahon 1999 tentang b ohutanan
Menjadi Uindang-Lindang;

5. Peraluran ...

11



1.4.2. Minister of Forestry Decree No. P.63/Menhut-11/2006

Menimbanng

LIERTERT RENLET 4% 4%
REFUBLIK ISR SN

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
Meomor : P.63/Menhut-1172006

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR P.55/Menhut-I1/2006 TENTANG

4.

5.

PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN

YANG BERASAL DARI HUTAN NEGARA

MENTERI KEHUTANAN,

bahwa Peraturan Menteri Kehutanan Fomo:
P.55/Menhut-11/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan
Yang Berasal Dari hutan Negura, berlaku efektf mulm
tanggal 29 Oktober 2006;

bahwa berdasarkan hasil sosialisas: di beberapa provin,
dijumpai adanya kekeliruan pada beberapa pasal dalam
Peraturan Menten Kehutanan sebagaimana dimaksud
pada huruf a;

bahwa berdasarkan evaluasi ternvala sampar saal
ketersediaan blanko FA-KB, FA-HHBK dan FA-KO dan
ketersediaan Penerbitnya secara merata belum dapai
dipenuhi oleh masing-masing daerah;

bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk
mengubah/meralat beberapa pasal Peraturan Menter
Kechutanan No. P.55/Menhut-11/2006, dengan Peraturan
Menteri Kehutanan. .

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Undang-Undang MNomeor 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Dacrah;

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan yang diubah dengan Undang-Undang Nomaor
19 Tahun 2004;

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintsh  dan Kewenangan  Propinsi
sebagai Dacrah Otonomi:

&. Peraturan ...

12



Il. Operating License

I1.1 Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu / RKUPHHK
(Master Plan)

NEPARTEMUEN KEHUTANAN DAN PURKEERDIN A
'DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI
JAKARTA

O ———————— o y——

'ﬂﬁmur 5 49 fxptn;nam:f 2000

TENTANG

PENGESAHAN
RENCANA KARYA PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI
PULF ( RKPHTI FULI" )
YANG MELIPUTI SELURUH JANGKA WAKTLU PENGUSAITAAN
HUTAN

ATAS NAMA

PT. ARARA ABAILN
[PROPIMSI DATI I RIAU)

DIREKTUR JENDERAL PENCELOLAAN [IUTAN PRODUKST

Menimbang @ 2. Bahwa sefiap Femeging Hak Pengusahasn Flutan sesaan pagal 19
ayat (1) Perawran pemerintab No. 6 Tahun 1999, diwajibkan
untuk menyusun Rencana Karya Tahunan, Rencana Xarya Lima
Tahun, dan Rencana Karva Penpusabaan Hutan vang melipun
seluruh jenghka waktu Penguanlaan Hutan,

b. Bahwa Rercana Karya Pengusshaan Hutan Pasacaes
yang meliputi sclunch jangka wakwm Penzusahasn !
selanjutnya disebwt BEPHTI merupskon desar A pedoman
untuk melaksanakan kegiatan Pengusahaan Hutan selann jangka
walnue HPHTI {16 Okiober 1891 =fd 15 Okiober 2034), periu
ditetapkan dengan Kepuusan teetang Penmesahan Rencana
Karya Pengusahaan Hutan Tanomn Industri;

lodasstrd

¢. Bahwa pengukuran tala batas sepanjang 1.269.730 km sampai
pada tzhun 19992000 twlah terealisasi sepangans 1.155.847 km
dan sisanya sepanjang 135,883 ke akan diselesailown poda tohen
200072001 sehinpea dapat  diterbitkar  Feputusan  Direkitur
Jenderal Pengusabaan [lutan Produksi tentwy  Coagssahan
Rencara Karya Pengusahean Hutan Tanaman lndusial anelipati
scluruh jangka waktu pengusahaan huten,

Mengingat + 1. Undanp-undang Mo. 4] Tahua 1999 teatang Balutana,
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1.2 Rencana Kerja Lima Tahun Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu /
RKLUPHHK (Five-Year Plan)

MHembaca

REPURLIK INXDONESIA

DEPARTEMEN KEHUTANARN

JAKARTA

KEPUTUSAN MENTERI KENLUTANAMN
Nomer & S, S0 M n ArE ALk this. o

TENTAMG

PERSETUIAN DAY PENGESAHAN RERCANA KEQIA LIMA TAHLN
USAHA FEMANPAATAN HASIL HUTAN SAYU {RELUPHHK) PADA HIUTAY TANS <
TAHUN 2003 5/d 2009 ATAS MAMA PT ARARA ABEDT DI PROVINGI HEALI

MENTERT KEHUTARAN,

Surat Direkbie Utsma PT ARARA ARASD! MNemes o0 " °
JETAIIFR0S tangow 25 Agusius J005 peritud Periy..r v
Poryermpranaan RCLLMINK Holan Tansmue FT AGMFA &y -
& Prowvanal Ry -

&, balwva Rencaena kbrya Ponpussiasn Hutan Tamir .
(REPHTIE) PT. ARARA. ABRDY & Progvine Rinu -
trendaphtion porseiujan dm poagrmalan o oF
Mitputredn Dircktor Jendoval Pengusabugn Judse
Homor 2RONTPHT/2000 tarvgpal F Pt 2007

b.Ganwa berdxsarkon Fasal 47 pyal (4) ayat 4 b
Persturgn  Pewerintal Komor 34 Tohin 260
pencgang Hak Poogueahaan syl Tamaman'l-a. 0o
Prmanfaalan Wt Hutey Kayu B3y hitan Emso - .
membual Renchne Kerge Lems Tabwm Ukaba Vonai
Hast Hutan Keys pade Modan tansmun, enbdd o
kepada Meria | FohiZan: - T ] (T TRC P T
persefujulny;

€ bahwa Rencana Karja Lima Tadun Uaha Poamudast o 1
Hutan Kayy (FAIVPHMK)] Pacy dhtan Towmoan el ¢
rencana kechr dengan Jangka waoktu 5 (linwsd [dan
METUCNE N Pen]aiArIm dal RECPIE L, b duilee S

d. oatets Dordadarkan padat 33 ayet (1) Mopudusr 1o
Kehutanah Momar 15)/Mpts-IL2007 tasagal 2 F
manyobubich Balwas wulan RELLIPHHY, pods tedasr - -0
dincgl dan dochkan oleh [irelbu Woes .-
Meénkcti;

ik
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11.3. Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu /
RKTUPHHK (Annual Plan)

O

Membaca

Mernlmbass

Meagingat

PEMERINTAH PROPINSI RIAU
DINAS KEHUTANAN

Jalan Socirmen Nomr 408 Telepon 1630, 31831, 21440
Fax. : (0781) 23051 Telax : 58105 KEDHA PDN
PEXANBARL (201 20)

FENGESAIAN RENCANA KERJA TAIUNAN
USAIIA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA ITUTAN TANAMAN
TALUN 2005 DI KADUPATEN ROKAN HILIR, BENGKALIS DAN KAMPAR

An, FT. ARARA ADADI

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI RIAU

Usulan Reecans  Kerja Tabunan Usahs Pomasfestan Masll Hutan Kayy peca
Huten Tansenan Tabes 2005 An PT. ARARA ADADI scaml sersl MNowes
TINAA-IGUN2004 wnpgal 17 Scptombor 200M,

Y

butwa bendasarkan Kepursasa Menserd Kebutanan Nomor T4V po-11159%
tanggal 23 Nepember 1956 kepada PT. ARARA ADAD] tlad dfboriion Hik
Fenpaahaan Hutea Teremen lodut] sckarang obscbest IUPHHE-HT seloas
1 279974 Ha & Provimi Riza.

bulrea berduserioan Pasal 47 xyet (4) boref b angks J Perstunss Prmerinud
Nemor M4 Talwa 3002, pemegang ldn Usaha Pemanfaaten Hail }ivisa
Kayu pads Hutan Tanammas berkowniben membunt Rencana Keris Tahones
(RET) Hitan Tasaman scvaai dengan pedoman yang ielsh ditetphan

Balrws berdasarkes Keputsen Menterl Kehutanas Nomer 15100 pta{12003
Jo. Keputusan Mester Kebutanan Nomor SK. 045 Menhut- 12004 Penilainn

dan Pengriahan RKT ditspmben / dilakules slch Kepals Diess Kelytaras

bualiwy UII&THMJWMWTM Usaha
Pemaaliatan Hugan pada Hutan Tesaman (URKT UPHHK-HT)
Asn. PT. ARARA ABAD] Tabun 2005 tclab dilakuken penilsisn, dan dengan

hcknly Dines Kelrutanan Kabupsicn

Penpraihin
Huua Kayu pada Hutan Tanaman (RKT-UPHHE-HT) Talws 2005 An. FT.
ARARA ADADL

Undasg-Undung Nomer 41 abun 1999 wotang Kehutanan (Lembana
Wegars RJ Tabun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Nepan Nomos

3y

Undang-Undang Nomor 32 Talum 2004 wntang Pemcrintahan Dacrah;
Undasg-Undasg Nemor 3) Talun 2004 tentang Perimbangast Reyadpae
nntars Pemeristal Puiat dan Dacraly :,.'--—-.{._1

A Meratersd ... .
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I11. Transport License (from logging area to mill’s weigh bridge)

I11.1. Faktur Angkutan (Government Transport Document) and Surat
Pengantar (Delivery Form)

&

£y

_.I;_ | "

¥ &l

:_\:__:Ji L
E‘s I
§|+ !
] PHIES
..:TI"."

: 3K,

S FEIRE

E it i1k

¢ P LSl iz}

16



I11.2. Surat Pengantar (Delivery Form)

¥ 1 HAEIL Sl pEmcanTaR A04-11-48 18:38:00
CEPRDA YT @ FT. INDAN CLRT PLF & PeRlR LR H
LEIASD @ PRRAmE Saral Pesgaater Masea] :
o A T T T T T N B e e R R T TR R N B ESEE R SRR l
PR INE DIATAIE e Pelisi LT Codw Saghul = MOS0 OV RIRBS PERMATS MRS }
! Tasggal DI e BN -
- B Sapdr : Fadea !
| Fiateil Tejeas : BBOT POLALASSS-WIND DESTAIX 1
e L T el T Y A S A e A L L U . | i
| 108 LOApING Balai Rt TR 1 Pe4-11-0% b2 Pelak - GRADTIGS |
H LTI EE TR - Code Mok BRJL OV W[ FIERETA B .
; Pabogad TP © WIRAN |
fumaa A R B R S S5 mememmrssrrssrEsTEsTTESTEEEEEssEESTEEsTEsTEEEcEses]
\ BEI Batarg 16 2 Ded-11-08 &g Makter ¢ 820002 |
i HITRE LT lenis Layw : K] }
L] L)
L] ¥
E — :_11‘.I:HII : AN M) D T (M)l YOUWNE () |
[ ] L] ¥ ¥ (] []

i om ¥ 1 P B i i 1
P Ll H L H r.d H H 1 .50 Il
i i f— i
i : i : R
LA || I | i F: 3 Y : i 1 I

SPIR, PEMGEIAS LAFLSCRN, FETWEAS Hi FRaTun,

-~ .--l"'""'"

S AL A

(LA MERLAN SUAME

DRRRE VOO - PRS- WL FRLTI L-adaJad [ed o Agpart..
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B. Pulp Manufacturing Stage

1011 SURAT PONGANTAR
WIH ; PT. DN NIAT PULP § PAPER Mo i 600DIWS
+ PERAMANG
4 frrsrsssmsnannrE =SS sse . ik
| PO TuE DISTRIN Mo Pelisi : BMAZALER
' Tanggal : 2006-10-08  Jam: B:l
: Nama Sophr : FhAR

E Distrik Tujuan

[T L LT TR

+ BBO2 PELALAMAN-NILD DISTRIX

I.1. Surat Pengantar (Delivery Form) to Weigh Bridge

Mo Petak  : QOOOTI0D

I. Receiving of Wood Material at the Pulp Mill’s Weigh Bridge

Surat Pesgantar Minmal :

Rede dnghygt @ BOSO CV.RIMBA PURMATA MAS

006-11-08 16:33:02

-

PP —— |

L W Mulad Muat TGL : 200&-11-08 H
} lon : 15:00 sfd 16t fode Blok @ BAJL V. RIMbh PERMATA B H
H Petugas TR : MERLAW '
R e e R e 1
| B T Datamg  TGL : 2004-11-98 wo Fabber @ 923912 !
| Jam @ 16:30 Tenis Nayu : W] :
[ '
I TN T SO N Y YO ¥ N Y W T T
[ . " L) L} [} [} i "
[ L] ' " L] L} i "
S | 1 X ' 2.3 } d .52 [
i i ' Vo VOLUME_(M3)___ )
oo " [ i ]
R | T A b 900 H Lz L4 : 28,51 b -4

SOPLH, PENGHNAS LAPANGAN, PITIGAS FOS FRATUR,

fr';*"‘{‘ 3 M T
FAJas HERLAN 40343

RPRDEVREHF -PPRS-NIFFRTONE-660041

18

Eed of Reporl..



1.2. Scaling Ticket

@jindahkiate

el el o’ pceh s,

Tackat Me, § FOLS oyl

L [P I, T [ K

(= S [ P R 1T

Wb Ler 5 B R LS b

B & e [ ST e

Tasgrpl Law L LV T B

P e Kisf. 3 Taakl -wpav]ne

Falersal § oLhi el PRl rwis G pa g e Dae kL

Iaw B Blas Py OF=10=0008 Fbisbias

et I Gl My, 0] L 5men Bdiadeg, s

l':'l-tlllll:lhﬂ Lrn Wiiaw w1 1 oy

Mook [DB i e I ni g Goali i ficer
Teanse 10§ PRI Nain i A o ety
Foarger 10 | wiw e an g 2 T thoih B SLAF |
L i
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1. Shipping of Manufactured Pulp

I1.1. Nota Perusahaan / Faktur (Bill of Lading / Government Transport

;

Document) PT Indah Kiat Pulp & Paper Perawang

PT INDAH KIAT PULP & PAPER Tbk

RANCH QFFICE MILL SITE

EJ . Jalmn Teulva Umar Em 26, Jales Rava Mesas - Powwane

PO Bax 1134 . Pelan Bans 28141 Kez . Tualame Kab . Sk 32772

Fian . Indenessa Flarg - bndonesia

Telp - (0761 § Y564 , 33617 . 13550, 32047 Tebe 4 0760 ) 91088 , FW030 ¢ Huntirg Sysiom |
T 56120 IKPP Fr - Bau Fax (0761 191573 . 91378

Fae 0061 27502 . 33646

Prang Sebatang, 25 Sepeember 206
Mo 424 IKPP-HBDVIX 06
Lamp + 1 Berkas
Prerilual : Pengunman boayu COdahan
{ Pulp - Lokad )

Kepada Yih ;

Pimpinan PT. KPP ~ SERANG
b8
TEMFAT

Bersama ini Kami sampaikan kepada Bapak mengenal Fengiriman Pulp shb ¢
1. Alat Anghui © MV, CARMKA JAYA NLAGA III-16
L Jumilah Muatan : FULF 1,440 BALIES = 288 TOH

Todal  ; PULP 1,440 BALLES = 288 TON
3. Tujan : PT. IKFP - SERANG, PORT) TANJUNG PRIOK, JAKARTA.

Rerdasarkan Feraturan Menteri Kelutanan Nomor : P18 Menhut-10 2008, Tentang Perubahan Ketiga
Alas Keputusan Menteri Kebutanan Nomor : 126 KPTS-I12003 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan,
Pada Pasal 29 ayat (3) yang berbunyi shib |

Fenganghutan kayu olahan berupa mowlding, dowel, pinta, jendela, fumiture, Pulp, produk berbahan
baku limbah industri kayu dan barang jadi Lainnya, tidak perlu menggunakan SESHH. teeapi cukup
menggunskan noty Fakiur perusahaan penjual ponginms

Maka surat ini kami buat dengan sebenamya agar dapat diterima sebagaimana mestinya,

Diemikian Kami sampaikan, atas perhatianmya & ueapkan terimakasih,

Hormat kamd,

[u-om | PT. Indah Kist Pulp & Paper Tbk

A
PT. &

Sembor Director

CORPORATION
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11.2. Nota Pengiriman Barang (Delivery Bill) PT Indah Kiat Pulp & Paper

Perawang
PT.INDAII KIAT PULP & PAPER Tbk
NOTA PENGIRIMAN BARANG
WO: 049 / TKPP FGD UW 709/ 2006
JUMLAH
HAMA BARANG BALES TON KETERANGAN
PFULF 1,440 288.00 BREAK BULK
{ LOKAL )
KEPADA ¢ PTIKPP-SERANG
JL.RAY A SERANG KM.76
KERAGILAN SENTUL
JAWA BARAT
ALAT ANGKUT : KAPAL : MV.CARAKA IN [1I-16
TEMPAT MUAT ¢ DERMAGA I'TIEPT PERAWANG
TUIUAN ¢ PEL BONGKAR : TANJUNG PRIOK, JAKARTA
TANGGAL : 25 SEFTEMBER 2006
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